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PERBEKEL DESA TEGAK
KECAMATAN KLUNGKUNG
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA TEGAK
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA TEGAK,

: Bahwa sesuai dengan Pasal 79, Peraturan Bupati Klungkung Nomor
67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel wajib
menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegak

Tahun Anggaran 2023;

Menimbang

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tk.Il dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesi
Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan ,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

14, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK,07/2022 Tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1295);

15.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa
Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

16.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018
Nomor 85);

17.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Klungkung
(Berita daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 12);

18.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);

19.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 92 Tahun 2019 tentang
Pemberian Upah Kerja Operasional Pemerintah Desa, Tim
Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Tenaga ahli Pembangunan
Infrastruktur pada APBDesa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2019 Nomor 96);

20.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2020 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya yang sah dan
pembayaran Jaminan sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan
BPD (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor
100);

21.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2021 tentang
Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2021 Nomor 68);

22 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2022 Nomor 45),

23.Peraturan Desa Tegak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Lembaran Desa Tegak Tahun 2018 Nomor 3);

24.Peraturan Desa Tegak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tegak Tahun
2021 Nomor4);

25.Peraturan Desa Tegak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027
(Lembaran Desa Tegak Tahun 2022 Nomor 3);

26.Peraturan Desa Tegak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tegak

Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGAK
dan
PERBEKEL DESA TEGAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DESA TEGAK TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 2.644.313.306,41
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan : Rp. 1.045.348.672,76
Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan : Rp. 636.784.174,00
c. Bidang Pembinaan : Rp. 188.252.600,00
Kemasyarakatan
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d. Bidang Pemberdayaan : Rp. 219.,481.200,00
Kemasyarakatan

e. Bidang Penanggulangan : Rp. 255.600.000,00
Bencana Darurat dan
Mendesak Desa

Jumlah belanja : Rp. 2.345.466.646,76

Surplus/Defisit : Rp.__298,846.659,65

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 364.867.354,94

b. Pengeluaran Pembiyaan : Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan (a-b) : Rp. 364.867.354,94
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran

Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran 2023.

2. Lampiran Il : Laporan Realisasi Kegiatan Semester II (Periode 1 Januari —
31 Desember 2023) .

3. Lampiran III : Laporan Program Sktoral, Program Daerah dan Program
Lainnya yang masuk desa.

4. Lmpiran IV : Rincian Aset Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Tegak.

Ditetapkan di Desa Tegak
Pada tanggal 22 Maret 2024
PERB SA TEGAK,

\

I GDE DODY SEPTIAN LEGAWANTARA

Diundangkan di Desa Tegak
pada Tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARI?ESA,

I KETUT ARSA
LEMBARAN DESA TEGAK TAHUN 2024 NOMOR 1

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

